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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia, sebagai makhluk sosial, memiliki kecenderungan hidup berpasangan. 

Menikah dipandang sebagai ibadah yang suci, sebagai ikatan yang menghubungkan 

langsung dengan Allah SWT, disebut sebagai "mitsaq ghalidha."1 Terbentuknya hubungan 

keluarga yang harmonis adalah impian setiap orang yang ingin menjalani kehidupan 

pernikahan. Keluarga yang serasi adalah keluarga yang merasakan kebahagiaan baik secara 

fisik maupun emosional.2 Namun, di era saat ini, fenomena perselingkuhan menjadi tren 

umum dalam kehidupan keluarga, menjadi sumber masalah dalam hubungan keluarga. 

Perselingkuhan, baik itu terjadi dalam aspek keuangan, pengambilan keputusan, aspek 

seksual, hubungan persahabatan, interaksi dengan orang tua, pekerjaan, dan lainnya, 

seringkali ditandai dengan perubahan perilaku seperti kecenderungan merahasiakan, sikap 

defensif, dan berbohong.3 

Hukum berfungsi sebagai perlindungan yang harus dijalankan secara profesional dan 

mampu berjalan normal, damai, serta bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk 

menciptakan keadaan yang damai dan tenteram.4 Peraturan yang melarang tindak pidana 

terhadap nyawa orang lain tertuang dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 “Bahwa 

setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak ini 
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merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental, karena tanpa hidup, hak-hak lain 

tidak dapat dinikmati.”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur 

ketentuan-ketentuan pidana terkait kejahatan terhadap nyawa orang, seperti yang dijelaskan 

dalam Buku II Bab ke-XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350. Fenomena 

perselingkuhan semakin menjadi sorotan media cetak dan elektronik, dianggap sebagai 

perilaku merusak yang berdampak negatif pada individu dan keluarga.5 

Pasangan dari pelaku perselingkuhan seringkali mengalami perasaan sakit hati yang 

mendalam, karena merasa dikhianati dan ditinggalkan. Rasa sakit hati ini timbul dari luka 

pada kesatuan lembaga pernikahan atau hubungan interpersonal yang sebelumnya dianggap 

sebagai pelindung rasa aman. Dampak negatif secara emosional dan psikologis muncul 

dalam konteks perselingkuhan, mencerminkan perlunya pemahaman mendalam mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi perselingkuhan dalam rumah tangga dan dampaknya pada 

kesejahteraan individu dan keluarga.6 

Pada tahun 2011, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 350 K/PID/2011 

yang menangani kasus perselingkuhan dalam rumah tangga yang berakhir dengan 

kehilangan nyawa. Putusan ini menyoroti perlunya pemahaman mendalam mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi perselingkuhan, dampaknya pada kesejahteraan individu dan 

keluarga, serta tanggung jawab hukum yang terkait. Studi kasus ini melibatkan seorang 

terdakwa, Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi, seorang karyawan PT. Telkom di Bandar 

Lampung, berusia 53 tahun. 

 Perkara ini bermula dari tuduhan bahwa terdakwa membujuk Kasyono alias Masno 

alias No bin Komorejo untuk membunuh istrinya, Hartati Saheh, karena hubungan mereka 
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kurang harmonis dan terdakwa diduga berselingkuh dengan wanita lain. Pada 22 Februari 

2005, terdakwa memberi perintah kepada Kasyono untuk membunuh korban menggunakan 

palu besi. Setelah membunuh korban, Kasyono mengambil uang dari rumah korban sebesar 

Rp 1.500.000,- dan melarikan diri. Korban meninggal, dan hasil kejahatan digunakan 

terdakwa untuk membeli barang dan membiayai hidupnya. 

 Terdakwa dijerat dengan Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu 

pembunuhan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang 

menyebabkan matinya orang lain. Proses persidangan dilalui, dan putusan akhir dikeluarkan 

oleh Mahkamah Agung. Fokus penelitian juga melibatkan analisis dampak psikologis pada 

pasangan yang terlibat dalam perselingkuhan dan konsekuensi hukum sebagai akibat dari 

tindakan tersebut. Analisis putusan MA Nomor 350 K/PID/2011 diharapkan dapat menggali 

pemahaman lebih lanjut tentang tanggung jawab individu dalam menjaga stabilitas dan 

keamanan rumah tangga. Dengan demikian, latar belakang ini menjelaskan relevansi dan 

pentingnya analisis mendalam mengenai perselingkuhan dalam rumah tangga yang 

mengakibatkan kehilangan nyawa, merujuk pada putusan MA Nomor 350 K/PID/2011 

sebagai studi kasus yang memperkuat landasan penelitian ini. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peraturan hukum kasus perselingkuhan dalam rumah tangga yang 

mengakibatkan hilangnya nyawa? 

2. Bagaimana kendala dan kesulitan yang dihadapi oleh aparat hukum dalam upaya 

mereka mengatasi masalah dalam putusan tersebut? 
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3. Apa pertimbangan yang mempengaruhi putusan dalam perkara hukum Putusan 

Mahkamah Agung? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis Peraturan Hukum Kasus Perselingkuhan dalam Rumah Tangga 

yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa 

2. Menganalisis Kendala dan Kesulitan yang Dihadapi oleh Aparat Hukum 

3. Menganalisis Pertimbangan dalam Pembuatan Putusan dalam Perkara Hukum 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat peneIitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis yaitu suatu manfaat 

yang dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pendidikan pada umumnya juga untuk iImu 

hukum. Diharapkan peneIitian ini dapat bermanfaat bagi kepentingan Negara, Bangsa, 

warga serta pembangunan. Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya pemahaman 

dalam bidang hukum pidana, pernikahan, dan dampak psikologis perselingkuhan 

dalam konteks hukum di Indonesia. Analisis kasus perselingkuhan dalam rumah 

tangga yang mengakibatkan kehilangan nyawa, sebagaimana tergambar dalam 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 350 K/PID/2011, memberikan kontribusi 

berharga terhadap literatur hukum. Temuan dan analisis dalam penelitian ini 

dapat menjadi landasan teoritis untuk penelitian-penelitian selanjutnya, 

memperluas wawasan akademis dalam domain hukum yang kompleks ini. 

2. Secara praktis penelitian ini memberikan panduan berharga bagi aparat hukum, 

advokat, dan penyidik dalam menangani kasus-kasus serupa. Dengan 
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pemahaman mendalam tentang kendala dan kesulitan yang mungkin dihadapi, 

para praktisi hukum dapat mengoptimalkan upaya penegakan hukum dan 

memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat. Penelitian ini juga 

memberikan kontribusi pada tingkat kebijakan, dengan memberikan pemahaman 

yang lebih baik tentang regulasi yang dapat diperbaiki atau disesuaikan untuk 

penanganan kasus perselingkuhan yang berdampak serius. 
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